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PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
BIDANG CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
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TANGGAL 2 Jonuan o2s-

PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN
DAN PERUMAHAN RA KIMAN
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JUDUL SoP PENERBITAN REKOI&EN' DASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
Negara

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M//2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
Negara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1433);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25.1/KPTS/M/2014 tentang Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan
Tenaga Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

8. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) Bangunan Gedung Negara

9. Harga Satuan Upah dan Bahan Setempat Tahun Berjalan

1. Rekomendasi teknis dilakukan oleh penyusun rekomendasi teknis yang bersertifikat pengelola teknis, dengan klarifikasi
pendidikan, yaitu:
a) Teknik Arsitektur;
b)  Teknik Sipil;
c) Teknik Mekanikal atau mesin;
d) Teknik Elektrikal atau elektro;
e) Teknik Lingkungan;
f)  Planologi;
g) Manajemen Konstruksi;
h)  Manajemen Proyek;
i) Teknik Fisika.

2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar
2. SOP Pengiriman Surat

1. Komputer/ATK/Printer

2.Draft rekomendasi teknis

3. GPS, kamera, formulir pengambilan data lapangan
4. Pita Ukur

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP ini menjadi acuan dalam penerbitan rekomendasi teknis bangunan gedung negara

Dokumen Laporan survey




FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMINTAAN REKOMENDASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

gLt L BT Pelaksana e AR i Mutu Buku
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No Kegiatan Pemerintah Petugas Penerima Kepala Dinas Kabld. Cipta Karya, | Ka. Seksl Penataan | Tim Rekomendasl |Persyaratan/Kelengkap Waktu Output Ket.
Daerah/Pemerintah Berkas/Surat PUPRPRKP Prov.kep. Perumahan dan Bangunan dan Teknis an
Pusat/Instans| Vertikal Permohonan Bangka Belltung Permukiman Lingkungan
1 |Permohenan Rekomendasi teknis Dokumen berupa data- [15 Menit Berkas Permohenan
dari Pemerintah Daerah/Pemerintah data Bangunan yang
Pusat/Instansi Vertikal akan direncanakan
2 |Menerima Surat Permchonan 15 Menit Nota Penerimaan Berkas
Rekomendasi Teknis dari Pemerintah -
Daerah/Pemerintah Pusat/Instansi
Vertikal 1 hari kerja
3 [Mendisposisi permohenan ke Bidang k- Berkas Permohonan 120 Menit Disposisi Kepala Dinas
Cipta Karya, Perumahan dan
Permukiman
4 |Mendisposisikan ke Ka. Seksi PBL Disposisi Kepala Dinas  |120 menit Disposisi Ka. Bidang Cipta
untuk menentukan tim/petugas “ A Karya, Perumahan dan
rekomendasi teknis Permukiman
5 |Menyampaikan usulan surat tugas Disposisi Ka. Bidang 10 Menit usulan surat tugas tim
tim rekemendasi teknis ke Kabid. 5 Cipta Karya, Perumahan rekomendasi teknis
Cipta Karya, perumahan dan dan Permukiman
permukiman [t
6 |Mengeluarkan Nota dinas dan Surat l usulan surat tugas tim |30 menit Nota dinas dan Surat Tugas
Tugas Penunjukkan tim rekomendasi — rekomendasi teknis Penunjukkan tim
teknis untuk pendampingan bantuan rekomendasi teknis
rekemendasi teknis
1 hari kerja
7 |Menerima Surat Tugas Naota dinas dan Surat 120 menit Berkas Permohenan
Tugas Penunjukkan tim
i rekomendasi teknis
8 |Memeriksa kelengkapan berkas v Berkas Permchonan 15 menit Surat Tanggapan kepada
permohonan rekomendasi teknis Pemohon Rekamendasi
Jika Tidak Lengkap :‘ Teknis atas berkas yang
diperiksa
9 [Menunggu kelengkapan berkas dari
pemohen untuk dilanjutkan proses v
sesuai prosedur - I | Lengkap
10 [Memberikan Surat Tanggapan kepada Surat Tanggapan kepada |1 hari survey lokasi 1 hari kerja
Pemahon Rekomendasi Teknis atas Pemohon Rekomendasi
berkas yang diperiksa Teknis atas berkas yang
diperiksa
|




) Pelaksana : Mutu Buku
M i) 1 ST | ARG N } ; § b 5
No Keglatan Pemerintah Petugas Penerima Kepala Dinas Kabid. Cipta Karya, | Ka. Seksi Penataan | Tim Rekomendasi |Persyaratan/Kelengkap Waktu Output Ket.
Daerah/Pemerintah Berkas/Surat PUPRPRKP Prov.kep. Perumahan dan Bangunan dan Teknis an
Pusat/Instansl Vertikal Permohonan Bangka Belitung Permukiman Lingkungan
11 |Survey ke lokasi yang dimaksud ‘ survey lokasi (Untuk 1 hari data hasil survey lapangan
dalarp berkas pemohen Rekomendasi Untuk befkas permohanan Kegiatan Pembangunan
Teknis pernbandunan bary, maka Baru tidak diperlukan,
langsung diproses jika langsung ke point 13) )
survey fidak diperlukan
12 [Menganalisis data hasil survey data hasil survey 30 menit analisis data
lapangan lapangan
13 |Menyusun Rekomendasi Teknis l analisis data 60 Menit rekemendasi teknis
14 |Menerima dan memeriksa serta paraf rekomendasi teknis 30 menit Paraf Kasi
rekomendasi teknis dari tim
rekomendasi teknis
1 hari kerja
15 |Menerima dan memeriksa serta paraf Paraf Kasi 10 menit Para kakid dan Nota Dinas
rekomendasi teknis dari Ka. Seksi
Penataan Bangunan dan Lingkungan
16 |Menerima Nota Dinas dan Para kabid dan Nota 60 Menit Penandatanganan
menandatangani Rekomendasi -‘— Dinas Rekomendasi Teknis
Teknis dari Ka. Bidang Cipta Karya,
Perumahan dan Permukiman
17 |Mengirim Rekemondasi Teknis ke Rekomendasi Teknis 60 Menit mengirim rekomendasi
Pemerintah/Instansi Pemohon yang ditandatangani takn:s_ke ) ) 1 hari ketja
pemerintah/instansi
pemchon

Menerima hasil Rekomendasi Teknis
dari Dinas PUPRPRKP

Hasll rekamendasi teknis yang di sahkan kepala DPUPRPRKP
Prov.kep.Bangka Belitung diterima

Waktu Penebitan:
5 hari kerja




STANDAR PELAYANAN (SP)

PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

No KOMPONEN URAIAN

LAYANAN PENERBITAN REKOMENDAS! TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

2. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

3. Peraturan Presiden (PERPRES) No. 73 tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung
Negara

4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/PRT/M/2018 Tahun 2018
Tanggal 14 September 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

5. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

6. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) Bangunan Gedung Negara

7. Harga Satuan Upah dan Bahan Setempat Tahun Berjalan

KLASIFIKASH/SASARAN ~ TEKNIS [ 1. Pemohon adatah Pemerintah Pusat, Instansi Vertikal atau Pemerintah Daerah

PENERBITAN REKOMENDAS! TEKNIS | 2. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok oranggedung atau

PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.

NEGARA 3. Pengkaji teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat
keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4 Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan
Republik Indenesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri. ,

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah kabupaten atau keta beserta perangkat-
perangkat daerah stenom yang lain sebagai badan eksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur.

6. Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan,
keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.

7. Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang
fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan
lingkungannya;

8. Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan
bangunan gedung penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis
bangunan
dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;

9. Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan bangunan gedung.

10.  Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud meliputi bangunan
gedung untuk pendidikan, kebudayaan, petayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan
umum.

M. Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud meliputi bangunan gedung untuk
reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan
oleh menteri.

12 Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan peruntukan lokasi
yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota.

13.  Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan
dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan.

4. Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud harus
mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Pemerintah Daerah.

15. Ketentuan mengenai tata cara penetapan dan perubahan fungsi bangunan gedung
sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

6. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan
teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

7. Rekomendasi Teknis terhadap usulan pekerjaan beberapa hal, diantaranya:

a)  Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b)  Menyesuaikan dengan harga upah dan bahan setempat pada tahun berjatan;

c) Menyesuaikan dengan Harga Satuan Bangunan Gedung negara (HSBGN)setempat
untuk menentukan besaran alokasi anggaran.




karya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

T 18.  Rekomendasi Teknis pembangunan bangunan gedung negara diterbitkan olehMbidang Cipta
Permukiman Provinsi Kep. Bangka Belitung

1 PERSYARATAN A. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Status Lahan

Kepemilikan Bangunan Gedung
Perizinan (IMB)

Dokumen Pendanaan
Dokumen Perencanaan
Ookumen Pembangunan
Dokumen Pendaftaran

B. PERSYARATAN TEKNIS
1. Persyaratan Tata Bangunan
Persyaratan Keandalan Bangunan
Klasifikasi Bangunan Gedung Negara
Standar Luas Bangunan Gedung Negara
Standar Luas Bangunan Gedung Negara
Standar Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara, dan
Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Negara
Fungsi Bangunan Gedung Negara

C. PELAKSANAAN KAJIAN TEKNIS DANJATAU SURVEY LAPANGAN
YA (JIKA DIPERLUKAN)

2 SISTEM BAGAN ALUR MEKANISME/PROSES PELAYANAN PENERBITAN
MEKANISME ~ DAN | | REKOMENDASI TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
PROSEDUR PEMOHON TIMREKOMIEK | VERIFIKATOR KEPALA
OPUPRPRKP

START - FINISH
C o surat

Berkes | Tonemn |

| Veflasi |
3= omgtand e |

Tidakengkay  Bes

|

- lediperiukan

i r::'i Survey

: i g

i : Pengesahan

: Paraf Ka.bid Rekomtek oleh
' Analisis data, Gpta karya, ita, DPUPRPRKP.
! penyusunan | Perutiahan, | .

cov (N

—— Pengiriman Berkas Rekomtek S et | e i

PROSEDUR:

1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan

2. Tim Rekomtek menerima, memeriksa kelengkapan berkas, dan memberikan surat tanggapan
atas kelengkapan berkas

3. Berkas yang tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon dan ditunggu untuk dilengkap

4. Berkas yang lengkap, akan diverifikasi oleh ka. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
untuk segera ditindak lanjuti oleh petugas rekomtek

5. Tim Rekomendasi Teknis survey ke lokasi yang dimaksud dalam berkas pemohon
Rekomendasi Teknis

6. Tim rekomtek melakukan analisis data survey dan menyusun rekomtek

7. Rekomtek yang telah disusun, di paraf oleh Ka. Bidang Cipta Karya, perumahan dan
permukiman
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JANGKA WAKTU
BIAYA/TARIF

PRODUK  LAYANAN
DAN MASA BERLAKU

PENANGANAN,
PENGADUAN '
SARAN DAN
MASUKAN

KOMPETISI
PELAKSANA

PENGAWASAN
INTERNAL

PELAKSANA

JAMINAN
PELAYANAN

8. Rekomtek yang telah di paraf oleh Ka.Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman, di
naikkan ke Ka. DPUPRPRKP untuk di tandatangani dan di sahkan

9. Rekomtek yang telah disahkan di kirimkan ke Instansi pemohon

10. Rekomtek yang telah disahkan, di arsipkan ke bidang Cipta Karya, perumahan dan
permukiman

Maksimal 5 - 14 hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap

Preduk Rekomendasi Teknis berlaku selama anggaran pelaksanaan pembangunan tahun
berjalan

1. Secara langsung :
dengan mendatangi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat
danKawasan Permukiman
2. Secara Tidak Langsung :
a. Kotak Pengaduan
b. Telp : 0717-439570
c. Fax: 0717-439566

1. Berpendidikan: Teknik Arsitektur; Teknik Sipil; Teknik Mekanikal atau mesin; Teknik
Elektrikal atau elektro; Teknik Lingkungan; Planologi;Manajemen Kenstruksi; Manajemen
Proyek; Teknik Fisika.

2. Berpenampilan menarik (rapi)

3. Berperilaku baik (jujur, sopan, ramah)

4. Dapat berkemunikasi secara lisan dan tertulis secara baik dan teliti serta mampu
berkeordinasi dengan efektif dan efisien

5. Menguasai SOP, memahami peraturan dan perundang-undangan terkait standar pelayanan,
informasi publik dan peraturan perizinan dan non perizinan.

6. Memiliki kemampuan kerjasama tim dan dapat mengoperasikan komputer, internet, aplikasi
SiCantik dan 0SS

7. Mengetahui tugas dan fungsi, sistem dan prosedur pelayanan perizinan

8. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang tata persuratan dan kearsipan.
9. Memiliki Sertifikat Penyusun Rekomendasi Teknis

10. Berperilaku baik (jujur, scpan, ramah)

M. Dapat berkomunikasi secara lisan dan tertulis secara baik dan teliti serta mampu

berkoordinasi dengan efektif dan efisien

12. Menguasai SOP, memahami peraturan dan perundang-undangan terkait standar pelayanan,
informasi publik dan peraturan perizinan dan non perizinan.

13. Memiliki kemampuan kerjasama tim

4. Mengetahui tugas dan fungsi, sistem dan prosedur pelayanan

15. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Tata Naskah Dinas dan kearsipan.

1. Kepala Binas melakukan pengawasan secara periodik melalui Rapat evaluasi, Rapat
Butanan dan kontrol Langsung di Lapangan.

2. Kepala Seksi dan Kepala Bidang melakukan Verifikasi Rekomendasi Teknis dan atau rapat
tim teknis dan melaporkan kepada Kepala Dinas.

Instansi Pemohon, Tim Rekemendasi Teknis, Tim Verifikator, Kepala Seksi PBL, Kepala Bid. Cipta
Karya, Perumahan dan Permukiman

Diwujudkan datam Kualitas Layanan dan produk layanan yang sesuai SOP serta didukung oleh
petugas yang berkompeten
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ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

A A R ARG AN e e

NAMA BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN

JUMLAH TINGKAT ATAS BANGUNAN :
JUMLAH LAPIS BASEMENT H
LUAS LANTAI ATAS BANGUNAN :
LUAS LANTAI BASEMENT : -
LUAS TOTAL BANGUNAN H
KOEFISIEN TINGKAT ATAS BANGUNAN
KOEFISIEN LAPIS BASEMENT t-
KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN :
FUNGS| BANGUNAN/ RUANG
KLASIFIKAS! BANGUNAN

LEMBAGA :
PEMAKAI
ALAMAT

3.,3..9..§ g

1. DASAR ANALISIS
1. Peraturan Menterl Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/W/2018 tanggal 14 September 2018 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara
2. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST) .
Berdasarkan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) Kabupaten/Kota

. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR
A. Anallsis Kebutuhan Blaya Satuan Pekerjazan Standar =KoeﬂswnTmm3e:wmxHSBGN

Biaya Satuan Pekerjaan Standar 000x0.000 = Rp o
B. Kebutuhan Blaya Pekerjaan Standar = Luas Lantal x Biaya Satuan Pekerjaan Standar
Biaya Pekerjaan Standar = 0.00xRp0
= Rp

lil. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR
A. Analisls Komponen Pekerjaan Nona Standar

“TERHADAP SELURUA [
BOBOTYANG| BOBOT WL
NO. URAIAN PEKERJAAN BANGUNAN ‘
T prvery musilr’m" (%) %)
7% BRI 5% -
8% 1% | 4% -
2% %] 4% "
1% 3% | % -
&% 1% | 1% -
7% 2% | 12% -
% 12% | _12% -
1% 2% | 2% -
1% 2% | 2% -
5% 25% | 25% -
. 1% 2% | 2% __ | .| S
2% 4% 4% -
% % | 3% -
% 2% | 12% -
3% % | 5% -
3% s% | 8% -
B - 1% 1% -
- 35%| _35% -
- 0.5%)  0.5% 8
- 2% -
: —tR |
Biava Satuan Pekerisan Non Staridar 0.00%x0000 xRpO Rp 0
Biava Komponen Pekeriaan Noa Standar 0.00xRo0 = Rp 0
B. Analisis Biaya Peningkatan Mutu
PEKERJAAN PROSENTASE PENINGKATANMUTU  |g0m07 vanal SAYA
NO BOBOT omwakatk | ToT [ (%)
KOMPONEN PEKERJAAN KORPoNEN ™ max | Dwsukan| AN
1 |Perustan Strudur 29% . 30% 30% 0% 0
2 [Dinaing 10% . 30% 30% 0% )
SUMLAM 0
[FUMLA NiLAI PEXERJIAAN NON STANDAR (%) max. | 180 | 0.00 ]
C. Kebutuhan Blaya Pekerjaan Non Standar
1. Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar = Rp 0
2 Biaya Peningkatan Mutu Y S L
=
IV. BIAYA PEKERJAAN FISIK
1. BIAYA PEKERJAAN STANDAR aRp 0
2. BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR =R 0+
=
Dibulatken = [
V. KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN
1 BIAYAKONSTRUKS) FISIK PER UNIT Rp 0
2 BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKS! =
3 BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKS! =
4  BIAYA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKS! =
5 BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN a +
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN = Rp 0

TERBILANG : Noiruplah

Pi

ANGKALPINANG, JANUAR) 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MENGETAHUI : BIDANG CiPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TIM ANALISIS
1. NAMA
NAMA
NP, 2. NAMA

Catatan :
Ajusn biaya tersebut tidak mengikat pefaksanaan fistkk dan pertu disesusikan kemball dengan kondisi lapangan pada waktu pefaksanaan,




' *: ANAUW Bf'NSG ‘ﬁgumum BlAYA PENGGANTIAN KOMPONEN DALAM RANGKA PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

TAHUN AJUAN .
TAHUN DIBANGUN .. LEMBA
JUMLAH TINGKAT ATAS BANGUNAN : Lantal pmxilA
JUMLAH LAPIS BASEMENT o Lapis ALAMAT
LUAS LANTA! ATAS BANGUNAN m?
LUAS LANTAI ATAS RENOVAS! - om
LUAS LANTAI BASEMENT S
LUAS LANTAI BASEMENT RENOVASI - m
LUAS TOTAL BANGUNAN - m
KOEFISIEN LANTA) ATAS wmmm
KOEFISIEN LAPIS BASEMENT -
KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN
FUNGS! BANGUNAN/ RUANG
KLASIFIKAS! BANGUNAN
L DASAR ANALISIS
1 Persturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan
°  Bangunan Gedung Negara
2. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)
Berdasarkan Stander Harga Satuan Tertinggi (SHST) Pamerintah Kabupaten/Kota -
tl. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR
A. Analisis Komponen Pekerjaan Standar
TERHADAP BOBOT LAl
NO. URAIAN PEKERJAAN SELURUH MAKSIMUM °°(:)°T ™
BANGUNAN
T lm PONDARI —10.00% ——100.00% <
2. |STRUKTUR KOLOM, BALOK & RING BALK 27.00% ~100.00% -
PLESTERAN 2.00% 700.00% -
3. |ATAP RANGNKA ATAP ,00% T00.00% -
PENUTUP ATAP .00% 700.00% -
4. |LANGI-LANGIT RANGKA LANGIT-LANGIT 50% T00.00% _ -
PENUTUP LANGIT-LANGIT 4.50% 700.00% -
5. |DINDING BATU BATAJ PARTISI 4.50% T00.00% <
PLESTERAN 5% 100.00% Z
| KACA 25% 700.00% -
PINTU .00% 100.00% | -
8. |LANTA! PENUTUP LANTAI 10.00% T00.00% 3
7. |UTILNAS INSTALAS) LISTRIK 5.00% T00.00%__ -
INSTALASI AIR .50% 100.00% B
DRAINASE LIMBAH .50% 100.00% -
8. [FINIBHING FINISHING STRUKTUR (CAT) .00% T00.00% 5
FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT) 4.00% 100.00% z
FINISHING DINDING 6.00% 700.00% -
thsmusmwmsm(mn 4.00% 100.00% -
L AML:AH NIEAT KOMPONEN PEKERJAAN STANBAR (%) 100.00%: ] -
Jenis Perawatan = PERAWATAN RINGAN RINGAN <30%
8. Analisis Kebutuhan Biaya Sstuan Pekerjazn Standzr = Prosentase x Koef. Lental x HSBGN SEDANG > 30% - 45%
Blaya Komponen Pokerjaan Standar = = Rp [} BERAT > 45% - 85%
Biaya Pembongkaran s 15.00% x Rp. o=% 0+ KHUSUS >65%
Biaya Satuan Pekerjaan Stendar = [
©. Kebutuhan Blaya Pekerjaan Standar © Luss Lantel x Biaya Sotuan Pekerjsen Standar
Bigya Pekerjaan Stander = 0xRp0 = Rp [
. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN NON STANDAR
A._ Anatisis Komponen Pekerjaan Non Standar
TERHADAP SELURUH
BOBOT YANG BOBOT NILAI
. URAIAN PEKERJAAN BANGUNAN
Ko, — — DUSULKAN (%) (%)
: Nat 7% 5% 0% -
2 8% 14% 0% -
3. TM 2% 4% 0% -
.| TeloponfPABX 1% 3% o% -
5. |instalasi IT & T 6% 1% 0% -
.| Elekifikal 7% 2% 0% -
A |smn Proteksi Kebakeran 7% 12% 7.0% -
8._{Penangkal Pefir Khusus 1% 2% 0% =
5. |Instalasi Alr Limbgh 1% 2% 1.0% -
10. |interor (Termasuk fumiture] 15% 25% 15.0% -
11._|Gas Pembakaran 1% 2% 0% 3
12. |Gas Medis 2% 4% 20% -
13 1% % 0% -
14._|Pondasi Daiam 7% 12% 0% -
15. |Fasilitas Cacat 3% % .0% -
16. {Sarana/Prasarana 3% 8% 0.0% -
17._{Perizinan selein lzin Mendirikan (MB] - 1% 1% -
18, dan Lehan - 3.5%) 3.5% -
19._[Pemenuhan - 9.5%. 9.5% -
20. Utilitas - & 2% -
: ] o]
Biaya Sethuan Pekerjaan Non Standar = Rp o
Biaya Komponen Pskerjaan Non Standar OxRp0 = Rp o
C. Anafisis Blaya Peningkatan Mutu
PROSENTASE PENINGKATAN MUTU
PONEN PEKERJAAN MNLAI BOBOT YANG BIAYA NALAI
NO e % wn. mex. DBuKAR | DTTTYORATHAN (%) (RP.) %)
1 |Perkuaten Struktur 29.00 - 30% 30% 0%
2 |Oinding 10.00 - 30% 30% 0%
SUMLAH
[rumtan v PEXER12AN NON STANDAR (%) ' max. | 150 [ 000
C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar
1 Biaya Komponen Pekesjaan Non Standar a Rp [}
2 Biaya Peningkatan Mutu = 0+
p (]
IV. BIAYA PEKERJAAN FISIK
1. BIAYA PEKERJAAN STANDAR = Rp 0
2. BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR = Rp 0+
= Rp 0
Dibulatksn = Rp [
V. BIAYA PEKERJAAN PERAWATAN
1. BIAYA KONSTRUKS! FISIK = Rp 0
2. BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKS! =
3, BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI =

4. BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKS!
5. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN

]
+

TOTAL BIAYA PERAWATAN = Rp [
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